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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semenjak diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, diberlakukan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yaitu 

penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan asas otonomi. Sehingga dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah 

diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Hal ini 

dilakukan dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi 

Pemerintah Daerah. 

Kabupaten Ogan Ilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 

Sumatera Selatan, pada tanggal 7 Januari 2018  genap berusia 14 tahun sejak dibentuk 

tahun 2004 lalu diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada kepala daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pendapatan daerah. 

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten di bidang Pendapatan Daerah (BAB II Pasal 2 Ayat 1 

Peraturan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016). 

Sejalan dengan diterapkannya sistem desentralisasi, dilakukan berbagai upaya dalam 

mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur. Tujuannya 
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adalah terciptanya Pemerintahan Daerah yang memiliki kapasitas yang berkelanjutan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan kapasitas aparatur merupakan hak 

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan keahlian yang berguna dalam 

mendukung suatu organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diamanatkan 

bahwa setiap aparatur memiliki hak untuk dikembangkan oleh pemerintah baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PNS dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diartikan 

sebagai warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  

Pegawai  ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang selanjutnya  

disingkat  PPPK dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah 

warga  negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas 

pemerintahan. 
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Peningkatan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah sangat 

diperlukan dengan beberapa cara yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari pemerintah 

daerah. Menurut pendapat Ranupanjojo dan Husnan dalam Darmawan (2013:25) 

menyebutkan bahwa “Pengembangan sumber daya manusia adalah usaha-usaha untuk 

meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan untuk mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa setiap 

pengembangan sumber daya aparatur ditujukan untuk pencapaian pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Semenjak diberlakukan Peraturan Presiden 

Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan 

Daerah. Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 

59 Tahun 2012 adalah kemampuan Pemerintahan Daerah untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi 

dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. 

Pengembangan Kapasitas Daerah dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 59 

Tahun 2012 adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Kemudian, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa 

“Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya”. Ruang Lingkup dalam Peraturan Presiden tersebut menjelaskan tentang 

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah meliputi: 

A. Pengembangan kapasitas kebijakan; 

B. Pengembangan kapasitas kelembagaan; dan 

C. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. 
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Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2012 dijelaskan meliputi peningkatan pengetahuan dan 

wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja 

penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian dalam Ayat 2 menjelaskan untuk 

melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada 

Ayat 1 dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, 

seminar, magang, pendampingan, pendidikan kepribadian, dan pendidikan dalam jabatan. 

Setiap organisasi hanya dapat bertahan hidup sepanjang ia mampu melakukan penyesuaian 

diri dalam lingkungannya dalam berbagai bentuk baik perubahan strategi, struktur, maupun 

budaya kerja (Keban, 2004:187). Kesadaran untuk melakukan adaptasi untuk menghadapi 

lingkungan yang dinamis juga meningkat. Sehingga diperlukan strategi yang sesuai dalam 

menuju kesuksesan oganisasi. Sumber daya manusia memiliki peranan yang besar dalam 

suatu organisasi karena hanya sumber daya manusia yang memiliki harkat dan martabat 

untuk dihargai. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

pendapatan daerah seperti halnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Disiplin Ilmu Administrasi Negara menurut Gerald Caiden (Thoha, 1997: 8) ialah 

suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah persoalan masyarakat (public affairs), 

dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (public business) Salah satu Badan yang 

mengatasi masalah publik ialah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Ilir. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu organisasi 

Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang kemandirian pembangunan 

masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.  

Sejalan dengan tujuan-tujuan pelaksanaan desentralisasi pembangunan di Indonesia, 

pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbagai bidang, 
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termasuk perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu memberdayakan Aparatur Sipil 

Negara untuk dapat mandiri merencanakan dan mengorganisasikan pengembangan 

kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pencapaian pendapatan darah 

yang tinggi membutuhkan adanya suatu strategi dalam pencapaiannya yakni melalui 

Pengembangan Kapasitas Pegawai Bapenda Kabupaten Ogan Ilir turut memiliki peran 

penting dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah 

terkhusus Kabupaten Ogan Ilir. 

Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sangat penting dalam 

meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga sumber daya manusia 

yang dimiliki Bapenda Kabupaten Ogan Ilir harus berkualitas. Agar nantinya pendapatan 

daerah yang didapat dapat digunakan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga, Bapenda Kabupaten Ogan Ilir 

melaksanakan pengembangan kapasitas. Selain itu, agar organisasi tetap bertahan dan 

berkembang secara berkelanjutan diperlukan respon yang berkualitas baik dalam bentuk 

strategi, struktur maupun budaya sangat menentukan. Para pemimpin suatu instansi 

maupun organisasi harus berperan besar dalam penyesuaian tersebut.  

Pengembangan Kapasitas menjadi sangat diperlukan. Kondisi ini sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang salah satu aplikasinya 

mengenai program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur. Dengan program ini diharapkan 

setiap badan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat melaksanakan tugasnya 

lebih baik lagi. Bapenda Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan salah satu badan 

pemerintahan yang diharapkan tugasnya mampu meningkatkan pendapatan daerah dapat 

bermanfaat bagi masyarakat didaerahnya dan apa yang telah direncanakan dalam RPJMD 

dapat dijalankan dengan baik. 
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Kapasitas menurut UNDP (Milen, 2004:12) ialah Kemampuan individu, organisasi 

atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, efisien, 

dan terus menerus. Dalam prakteknya, fungsi sebagaimana mestinya diterapkan dalam arti 

bahwa kapasitas tersebut harus dikaitkan dengan tugas pokok yang ditetapkan dari 

pekerjaan tim organisasi atau sistem. Dalam meningkatkan produktivitas suatu organisasi 

faktor keterampilan, pengetahuan dan kemampuan merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, 

maka pengembangan kapasitas menjadi sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan 

yang ada di birokrasi terutama masalah yang terkait dengan produktivitas kerja. 

Awalnya peneliti melakukan penjajakan di dunia maya dengan melihat beberapa 

instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian Peneliti melakukan survei 

ke beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir dan mendapatkan informasi bahwa 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melakukan Pengembangan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia di instansinya. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir. Dalam Penelitian ini penulis ingin melihat Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Aparatur Sipil 

Negara yang akan peneliti teliti yaitu Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir.  

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk melihat kemampuan pegawai melalui 

pengetahuan pegawai. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dalam LKIP Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 menunjukkan masih ada beberapa 

Pegawai Negeri Sipil yang pendidikannya masih rendah yaitu pegawai dengan pendidikan 

SLTA berjumlah 7 orang dapat dilihat dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Instansi 
Pendidikan 

SD SLTP SLTA Diploma S1 S2 S3 Jumlah 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir 

 0 7 1 19 5 - 32 

Jumlah  0 7 1 19 5 - 32 

Sumber : Dokumen LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2019 

Pada Tabel 2 dapat dilihat data pegawai Bapenda Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan 

pangkat (Gol/Ruang). 

Tabel 2. Data Pegawai Menurut Pangkat (Gol/Ruang) 

Instansi Golongan 

I II III IV 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 0 4 25 3 

Jumlah 0 4 25 3 

Sumber : Dokumen LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2019 

Dalam BAB III Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 yang membahas tentang Permasalahan dan Isu-isu 

Strategis Perangkat Daerah Badan tersebut dikatakan ada beberapa masalah yang dihadapi 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yaitu: 

A. Jumlah Aparatur yang tersedia kurang memadai, khususnya yang memiliki kompetensi 

dibidang pengelolaan administrasi perkantoran  

B. Sarana dan prasarana belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi secara 

optimal.  

C. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional dalam mengelola 

potensi pajak daerah.  

D. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, 

Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 

Permasalahan diatas pada poin A sampai D menunjukkan bahwa diperlukan upaya 

meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian serta pembentukan sikap dan 

perilaku pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui 
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Pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan beberapa permasalahan 

diatas, Peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Pengembangan Kapasitas 

Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di Latar Belakang tersebut diatas, maka dirumuskanlah 

permasalahan penelitian, yaitu “Bagaimana Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil 

Negara Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan: 

Untuk mengetahui Bagaimana Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Untuk kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Publik khususnya 

konsentrasi Manajemen Sektor Publik. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi bahan pemikiran dan bahan masukan yang berguna bagi 

Badan Pendapatam Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan untuk membantu mengatasi 

permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas. 
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